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Abstract 
Parking is a public need that initially functions to serve, according to this function parking space is adjusted according to 
demand along with the needs of people who have motorized vehicles to access a place. The purpose of this study was to 
analyze and find out the form of supervision carried out by the Ambon City Government towards unofficial parking 
attendants, as well as the implementation of law enforcement against unofficial parking attendants based on Ambon City 
Regional Regulation No. 6 of 2019. This research is normative juridical research, the process of finding legal principles 
and doctrines to answer legal issues that are systematically compiled, studied, then conclusions drawn, using statutory 
approach (statue approach) and conceptual approach (conceptual approach). The results of this research are that the Ambon 
City Government carries out internal supervision, a-priori and a-posteriori supervision in the form of preventive 
supervision in the form of appeals to the public, this supervision is carried out for approximately 2 years and then an 
evaluation is carried out. Law enforcement carried out by the Ambon City Government against managers and unofficial 
parking attendants in Ambon City as stipulated in CHAPTER XIII Concerning Administrative Sanctions Article 46, 
Article 47, and Article 48 paragraph (3). 

Keywords: Parking; Parking Attendant; Law Enforcement. 

Abstrak 
Parkir adalah kebutuhan umum yang awalnya berfungsi melayani, sesuai dengan fungsi tersebut ruang parkir 
disesuaikan dengan permintaan seiring dengan kebutuhan orang yang memiliki kendaraan bermotor untuk 
mengakses suatu tempat. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa dan mengetahui bentuk pengawasan yang 
dilakukan oleh Pemerintah Kota Ambon terhadap juru parkir tidak resmi, serta peneparapan penegakan 
hukum terhadap juru parkir tidak resmi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Ambon No. 6 Tahun 2019. 
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, proses untuk menemukan suatu prinsip-prinsip hukum 
maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu hukum yang disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik 
kesimpulan, menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue Aprroach) dan pendekatan konseptual 
(conseptual Aprroach). Hasil dari penelitian ini Pemerintah Kota Ambon melakukan pengawasan intern, 
pengawasan a-priori dan a-posteriori setra pengawasan preventif berupa hibauan kepada masyarakat, 
pengawasan tersebut dijalankan selama kurang lebih 2 tahun kemudian dilakukan evaluasi. Penegakan hukum 
yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Ambon terhadap pengelola dan dan juru parkir tidak resmi di Kota 
Ambon sebagaimana diatur dalam BAB XIII Tentang Sanksi Administrasi Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 48 ayat 
(3). 

Kata Kunci: Parkir; Juru Parkir; Penegakan Hukum. 

   

 

PENDAHULUAN  

Parkir merupakan salah satu komponen atau aspek yang tidak terpisahkan dalam 
kebutuhan transportasi dari waktu ke waktu yang terus berkembang. Pada dasarnya parkir 
adalah kebutuhan umum yang awalnya berfungsi melayani, sesuai dengan fungsi tersebut, 
ruang parkir disesuaikan dengan permintaan seiring dengan kebutuhan orang yang 
memiliki kendaraan bermotor untuk berada atau mengakses suatu tempat. 

http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.47268/sasi.v26i3.247%26domain=pdf
https://doi.org/10.47268/sasi.v27i4.679
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Menurut Pasal 1 angka 13 Peraturan Daerah Kota Ambon No. 6 Tahun 2019 tentang 
Perparkiran (yang selanjutnya disingkat Perda Kota Ambon No. 6 Tahun 2019), parkir 
adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan 
ditinggalkan pengemudinya.1 Parkir dapat berupa parkir kendaraan bermotor roda dua (2) 
dan kendaraan bermotor roda empat (4). Perda No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan 
Parkir merupakan implementasi dari Perda No. 5 Tahun 2011 Tentang Lalu Lintas Dan 
Angkutan Jalan. Dalam hal ini Dinas Perhubungan berkewenangan untuk melakukan 
pengawasan terhadap Perda Kota Ambon No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan 
Parkir, sesuai dengan kewenangan atribusi yang diberikan oleh Undang-Undang kepada 
Dinas Perhubungan. Pemerintah daerah juga berwenang dalam membuat manajemen dan 
rekayasa lalu lintas dalam hal ini Dinas Perhubungan.  

Terkait dengan Perda Kota Ambon No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Parkir, 
sarana parkir tidak lepas dari adanya juru parkir. Juru parkir adalah orang yang bekerja 
membantu mengatur kendaraan yang keluar masuk tempat parkir,2 dan telah terdaftar 
pada Dinas Perhubungan, di mana juru parkir bertugas untuk menjaga ketertiban 
penggunaan sarana parkir, menjaga kendaraan selama ditinggal oleh pengendaranya, serta 
bertanggungjawab bersama pengelola atas hilangnya kendaraan. Di samping mengatur 
ketertiban kendaraan yang akan parkir hingga tertata dengan baik, kelompok juru parkir 
juga memiliki kewenangan dalam menangani permasalahan yang menyangkut ketertiban 
umum yang sekiranya akan mengganggu kenyamanan pengunjung.3  

Juru parkir tidak hanya bertugas untuk menjaga kendaraan tetapi juga dapat 
berpartisipasi kepada pemerintah berupa penyaluran atas penagihan retribusi yang bersifat 
memaksa dari pungutan parkir yang dilakukan. Dalam UUD 1945 BAB VIII Tentang Hal 
Keuangan Pasal 23A menuliskan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk 
keperluan negara diatur dengan Undang-Undang. Pungutan lain yang dimaksud di dalam 
Undang-Undang ini adalah kekayaan alam, bea dan cukai, retribusi, iuran, sumbangan, 
laba BUMN, dan sumber-sumber lain seperti pencetakan uang (deficit spending) dan 
pinjaman.4 Pasal tersebut menjadi acuan untuk membahas mengenai retribusi khususnya 
pada retribusi parkir 

Retribusi parkir merupakan retribusi yang harus dibayar oleh subjek parkir, atas objek 
yang disediakan oleh pemerintah berupa badan jalan yang sudah ditentukan untuk tempat 
parkir bagi kendaraan bermotor,5 karena retribusi termasuk dalam otonomi pendapatan 
daerah yang dapat membantu dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, 
pembangunan dan perekonomian daerah. Otonomi daerah adalah suatu keadaan yang 
memungkinkan daerah dapat mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya 

                                                           
1 Peraturan Daerah Kota Ambon No.6 Tahun 2019 Tentang Perparkiran, Pasal 1 Butir 13. 
2 https://id.wikipedia.org/wiki/Juru_parkir diakses pada 19 Agustus 2022 pukul 20.13 WIT. 
3  Sunarto, Muh Aris Marfai, Djati Mardiatno, Penaksiran Multirisiko Bendaca Di Wilayah Kepesisiran Parangtritis, Gadjah Mada 

University Press, Yogyakarta, 2014, h. 95. 
4 Erly Suandy, Hukum Pajak, Salemba Empat, 2000, Yogyakarta, h. 2. 
5 Eline Octaviana Hutubessy, Analisis Efektivtas dan Efisiensi Sistem Pengelolaan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kota Ambon, 

Arthavidya, http://arthavidya.wisnuwardhana.ac.id/index.php/arthavidya/article/view/80, diakses pada Juli 2022, pukul 22.10 WIT. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Juru_parkir
http://arthavidya.wisnuwardhana.ac.id/index.php/arthavidya/article/view/80
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secara optimal.6 Dengan adanya otonomi, daerah dipacu untuk berkreasi mencari sumber 
penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan penerimaan daerah.7 

Peraturan mengenai retribusi parkir yang tegas dan pengelola parkir yang mengetahui 
dan memahami peraturan yang berlaku tentang retribusi parkir, retribusi juga telah diatur 
dalam Peraturan Walikota Ambon No. 16 Tahun 2021 Tentang Tarif Retribusi Parkir Di Tepi 
Jalan Umum (yang selanjutnya disingkat Perwali No. 16 Tahun 2021) pasal 4 butir ke 4 
menyebutkan: “Besarnya tarif retribusi untuk sekali parkir pada zona bebas ditetapkan 
sebagi berikut: 8 

a) Kendaraan bermotor roda 2 (dua) Rp. 3.000,- 
b) Kendaraan bermotor roda 3 (tiga) Rp. 4.000,- 
c) Kendaraan bermotor roda 4 (empat) Rp. 5.000,- 
d) Kendaraan bermotor roda 6 (enam) Rp. 6.000,- 
e) Kendaraan bermotor roda lebih dari 6 (enam) Rp. 10.000,-. 

Adanya peraturan ini walikota menyatakan adanya kenaikan tarif parkir serta sistem 
perparkiran di kota Ambon akan dibenahi, sehingga kenaikan tarif parkir ini akan 
mendorong masyarakat agar lebih disiplin dan produktif. Semua juru parkir juga telah 
dibekali dengan karcis resmi yang memiliki beberapa unsur berupa nomor registrasi, dasar 
hukum penagihan, dan bercap Dinas Perhubungan. Di beberapa tempat terdapat juru 
parkir yang memiliki karcis, namun tidak diberikan kepada pengguna sarana ruang parkir 
di tepi jalan umum, karcis parkir tersebut hanya akan diberikan apabila pengguna sarana 
ruang parkir memintanya, maka masyarakat dan juru parkir dihimbau agar mengikuti 
peraturan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Walikota agar tidak merugikan daerah.9  

Salah satu yang menjadi permasalahan disetiap kota yaitu parkir. Kendaraan tidak 
selamanya bergerak, ada saatnya kendaraan itu berhenti, menjadikan tempat parkir sebagai 
unsur terpenting dalam transportasi. Tidak seimbangnya pertambahan ruas jalan dengan 
pertambahan volume kendaraan dan menyusul banyaknya ruko, minimarket, pusat 
perbelanjaan dan jenis bangunan lainnya yang didirikan tanpa lahan parkir yang 
representatif, bahkan ada yang sama sekali tidak memiliki lahan parkir yang 
mengakibatkan pihak yang tidak bertanggungjawab sering menggunakan kesempatan 
tersebut untuk mendapatkan keuntungan.  

Melihat hal tersebut tentunya sangat diperlukan kerja ekstra dari pihak terkait untuk 
menjaga ketertiban umum khususnya penertiban terkait dengan penggunaan lahan umum 
sebagai tempat parkir kendaraan yang akan mengakibatkan kemacetan. Karena penataan 
tempat parkir yang tidak memadai didorong dengan semakin banyaknya jumlah 
kendaraan bermotor baik motor maupun mobil, sehingga menciptakan tempat parkir liar 
serta pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang mencoba mengambil kesempatan 
untuk mendapatkan pemasukan dari parkir liar tersebut, apalagi mengenai keberadaan 
parkir liar saat ini. Selain itu masih banyak oknum anggota masyarakat yang tidak taat 

                                                           
6  Sani Safitri, Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah Di Indonesia, Universitas Sriwijaya, 

https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/criksetra/article/view/4804, diakses pada Juli 2021 pulul 20.01 WIT. 
7 Heillen Martha Yosephine Tita, Pemungutan Pajak Berulang Terhadap Instansi Pengguna Jasa Layanan Restoran Sebagai Pintu 

Masuk Bagi Korupsi Hasil Pajak, Jurnal Saniri vol.1, 2020, https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/saniri/article/view/433/214, diakses 
pada November 2021, pukul 18.53 WIT. 

8 Peraturan Walikota Ambon (Perwali) No. 16 Tahun 2021 Tentang Tarif Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum. 
9 https://ambon.go.id/tarif-parkir-progresif-mulai-berlaku-walikota-minta-asn-jadi-contoh-bagi-masyarakat/ diakses pada 9 Juni 

2022 pukul 13:50 WIT. 

https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/criksetra/article/view/4804
https://ambon.go.id/tarif-parkir-progresif-mulai-berlaku-walikota-minta-asn-jadi-contoh-bagi-masyarakat/
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terhadap peraturan, meningkatnya penggunaan kendaraan serta aktivitas masyarakat dari 
satu tempat ke tempat lain maka meningkatnya pula kebutuhan masyarakat akan lahan 
atau ruang parkir.  

Salah satu pelanggaran hukum yang terjadi di Indonesia adalah penyelenggaraan 
perparkiran yang tidak resmi disertai dengan adanya juru parkir yang tidak resmi. Juru 
parkir yang dikatakan resmi ialah juru parkir yang mendaftarkan dirinya pada Dinas 
Perhubungan yang dilengkapi dengan identitas diri yaitu kartu tanda penduduk (KTP) dan 
foto sebagai prosedur pendaftaran menjadi juru parkir. Juru parkir juga harus memiliki 
beberapa hal penting atau syarat menjadi juru parkir yaitu: 

1) Berlaku sopan, ramah dan lugas 
2) Menggunakan atribut lengkap (ID card, rompi, celana panjang dan kaos berkrak) 
3) Terampil dan cekatan dalam mengatur kendaraan yang ingin menggunakan maupun 

meninggalkan tempat parkir 
4) Taat dan patuh terhadap peraturan lalu lintas 
5) Menaati semua aturan yang berlaku dalam pengelolaan parker. 

Juru parkir tidak resmi atau juru parkir liar, biasanya tidak memakai seragam, mereka 
juga melakukan penjagaan parkir tidak pada tempat yang diperuntukan, dan hanya datang 
meminta bayaran ketika seseorang ingin pergi/pulang.10 Juru parkir yang sah atau resmi 
juga dapat dikatakan sebagai juru parkir tidak resmi apabila tidak memakai atribut 
sebagaimana yang telah diatur karena dapat dipertanyakan tentang legalitasnya. 
Pelanggaran perparkiran ini menimbulkan permasalahan tanpa mampu memberikan 
sumbangan yang positif bagi Pemerintah Kota Ambon. Pengamatan awal yang terjadi ada 
di beberapa tempat seperti toko buku Dian Pertiwi di Jl. Ir. M. Putuhena, kafe yang berada 
di beberapa ruas jalan, rumah makan di tepi jalan, dan ruas jalan pasar buah Pantai Mardika 
yang biasa disebut masyarakat kota Ambon sebagai Pantai Losari. Juru parkir yang berada 
di beberapa lokasi yang telah disebutkan juga telah melanggar Perda Kota Ambon No. 6 
Tahun 2019 Tentang Penyelengaraan Parkir. Di dalam Perda Kota Ambon No. 6 Tahun 2019 
Tentang Penyelengaraan Parkir pasal 25B setiap pengguna jasa parkir mempunyai hak 
memperoleh karcis parkir atau kartu parkir atas pemakaian SRP dan Pasal 28 ayat (3) telah 
dijelaskan bahwa petugas parkir sebagaimana di maksud pada ayat (2), wajib memakai 
seragam, tanda pengenal dan perlengkapan lainnya. Namun yang terjadi di lapangan para 
juru parkir tidak menggunakan seragam dan atribut lainnya, serta melakukan penarikan 
retribusi parkir tanpa disertai karcis.11  

Dilakukannya pelanggaran tersebut maka akan terjadinya pemungutan liar yang 
merugikan otonomi pendapatan daerah karena hasil penagihan retribusinya tidak jelas dan 
tidak disalurkan kepada Pemerintah maupun Dinas Perhubungan melainkan digunakan 
untuk kepentingan pribadi. Pemungutan liar dapat terjadi dalam kehidupan masyarakat 
dikarenakan beberapa faktor tertentu, salah satunya adalah faktor ekonomi. Pemungutan 
liar atau biasanya disebut oleh masyarakat dengan kata “pungli” dapat diartikan sebagai 

                                                           
10  Alberta Veronica Soge, Presepsi Masyarakat Tentang Keberadaan Juru Parkir Liar Di Pasar Segiri & Samarinda Square Kecamatan 

Samarinda Ulu, Fisip Universitas Mulawarman, https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-
content/uploads/2019/01/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_Ganjil%20(01-29-19-01-31-21).pdf, diakses pada 19 Agustus 2022 
20.38 WIT.  

11 Peraturan Daerah Kota Ambon No.6 Tahun 2019 Tentang Penyelengaraan Parkir. 

https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/01/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_Ganjil%20(01-29-19-01-31-21).pdf
https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/01/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_Ganjil%20(01-29-19-01-31-21).pdf
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pemungutan yang dilakukan oleh dan untuk kepentingan pribadi oknum petugas secara 
tidak sah atau melanggar peraturan.12 

METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono 
Soekanto, penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara 
meneliti bahan pustaka atau data sekunder.13  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Pengertian Parkir dan Jenis-Jenis Parkir 

Palrkir aldallalh kealdalaln tidalk bergeralk altalu berhenti dalri sualtu kealdalaln yalng bersifalt 
sementalral. Menurut kalmus besalr Balhalsal Indonesial, palrkir aldallalh menghentikaln altalu 
menyimpaln kendalralaln bermotor untuk beberalpal salalt ditempalt yalng telalh disedialkaln. 
Menurut Hobbs (1995), palrkir dialrtikaln sebalgali sualtu kegialtaln untuk meletalkaln altalu 
menyimpaln kendalralaln di tempalt yalng dikhususkaln untuk memalrkirkaln kendalralaln balik 
di tempalt perkir murni, tempalt palrkir pendukung, malupun palrkir di tepi jallaln umum yalng 
lalmalnyal tergalntung paldal selesalinyal kepentingaln altalu keperlualn dalri pengalndalral tersebut. 
Menurut Perdal Kotal Almbon No.6 Talhun 2019 Tentalng Penyelenggalralaln Palrkir palsall 1 
butir ke-13 menyebutkaln palrkir aldallalh kealdalaln kendalralaln berhenti altalu tidalk bergeralk 
untuk beberalpal salalt daln ditinggallkaln pengemudinyal.14  

Berdalsalrkaln definisi-definisi di altals malkal dalpalt dialmbil kesimpulaln balhwal palrkir 
merupalkaln kealdalaln sualtu kendalralaln bermotor tidalk bergerak yang merupakan awal dari 
perjalanan dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan keadaan dan kebutuhan 
pengendara yang memerlukan suatu tempat atau suatu area sebagai tempat pemberhentian 
yang diselenggarakn oleh pemerintah maupun pengelola yang berupa perorangan maupun 
suatu badan. Lalu lintas berjalan menuju suatu tempat dan setelah mencapai tempat 
tersebut, maka diperlukan fasilitas untuk parkir. Salah satu yang menjadi permasalahan 
disetiap kota yaitu parkir. Kendaraan tidak selamanya bergerak, ada saatnya kendaraan itu 
berhenti, menjadikan tempat parkir sebagai unsur terpenting dalam transportasi, tidak 
seimbangnya pertambahan fasilitas parkir dengan pertambahan volume kendaraan dan 
menyusul banyaknya ruko, minimarket, pusat perbelanjaan dan jenis bangunan lainnya 
yang didirikan tanpa lahan parkir yang representatif, bahkan ada yang sama sekali tidak 
memiliki lahan parkir yang mengakibatkan pihak yang tidak bertanggungjawab sering 
menggunakan kesempatan tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Pemerintah Daerah 
melalui Dinas Perhubungan melarang penggunan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir 
dengan memberikan rambu larangan parkir dan disampaikan kepada masyarakat. Oleh 
karena itu, fasilitas parkir harus cukup memadai sehingga semua pengoperasian arus lalu 
lintas dapat berjalan dengan lancar.15  

Di dallalm Perdal Kotal Almbon No.6 Talhun 2019 Tentalng Penyelengalralaln Palrkir, 
menjelalskaln jenis-jenis palrkir terdiri dalri dual (2) jenis yalitu: 

                                                           
12 Abdurakhman Alhakim, Oryza Sativa MY, Analisi Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar Oleh Juru Parkir Di Kota Batam, Indonesia, 

Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/3057/1994, diakses pada 
Juli 2022, pukul 13.56 WIT. 

13 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 13. 
14 https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/140135/perda-kota-ambon-no-6-tahun-2019, diakses pada Oktober pukul 04.30 WIT. 
15  Clara Yolanda, Kebijakan Pemerintah Kota Metro Dalam Pengalihfungsian Jalan Umum Menjadi Lahan Parkir, Skripsi, Universitas 

Lampung, 2016, h. 24  

http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/3057/1994
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1. Di lualr rualng milik jallaln 

Falsilitals palrkir sebalgalimalnal dimalksud, dalpalt dikelolal oleh Pemerintalh daleralh, 
perseoralngaln walrgal Negalral Indonesial altalu baldaln hukum Indonesial berupal: 

a) Usalhal khusus perpalrkiraln berupal gedung palrkir murni, gedung palrkir pendukung, 
pelaltalraln/talmaln palrkir murni, daln pelaltalraln/gedung pendukung.  

b) Penunjalng usalhal pokok. 

Penyedialaln palrkir berupal gedung palrkir murni, gedung palrkir pendukung, 
pelaltalraln/talmaln palrkir murni, daln pelaltalraln/gedung pendukung waljib dilalkukaln alnallisis 
untuk mendalpaltkaln izin penyelenggalralaln palrkir. Stialp balngunaln umum daln/altalu yalng 
diperuntukaln untuk kegialtaln usalhal waljib dilengkalpi falsilitals palrkir sesuali kebutuhaln SRP 
(saltualn rualng palrkir). Alpalbilal penyedialaln falsilitals palrkir tidalk memungkinalkaln dalpalt 
diupalyalkaln secalral kolektif altalu bersalmal-salmal dengaln balngunaln lalin yalng berdekaltaln. 

Pengelolalhaln palrkir oleh Pemerintalh Daleralh sebalgalimalnal dimalksud dikelolal oleh 
UPTD (unit pelalksalnal teknis daleralh) perpalrkiraln dengaln penyusunaln daln pengendallialn 
regulalsi perpalrkiraln. Pemerintalh Daleralh dalpalt menyedialkaln falsilitals palrkir di lualr rualng 
milik jallaln dilalkukaln melallui kerjalsalmal baldaln usalhal daln/altalu pihalk swalstal. Kerjalsalmal 
penyedialaln falsilitals palrkir ditualngkaln dallalm perjalnjialn kerjalsalmal daln dilalksalnalkaln sesuali 
dengaln ketentualn perundalng-undalngaln. 

Penyedialaln falsilitals palrkir halrus memenuhi persyalraltaln sebalgali berikut : 

a) Rencalnal Taltal Rualng Wilalyalh 
b) Kealmalnaln daln keselalmaltaln penggunal palrkir 
c) Kelestalrialn lingkungaln 
d) Kemudalhaln balgi penggunal jalsal palrkir 
e) Alksesibilitals penyalndalng disalbilitals, daln 
f) Memenuhi SRP minimall. 

2. Di dallalm rualng milik jallaln 

Penggunalaln rualng milik jallaln untuk falsilitals palrkir dalpalt diselenggalralkaln berdalsalrkaln 
Kalwalsaln (zoning) pengendallialn palrkir. Penggunalaln rualng milik jallaln untuk falsilitals palrkir 
ditetalpkaln dallalm Peralturaln Wallikotal No.661 Talhun 2019 Tentalng Penetalpaln Ruals Jallaln 
Paldal Zonal Straltegis Untuk Tempalt Palrkir Di Kotal Almbon (selalnjutnyal disingkalt Perwalli 
No.661 Talhun 2019 Tentalng Penetalpaln Ruals Jallaln Paldal Zonal Straltegis Untuk Tempalt 
Palrkir Di Kotal Almbon) sebalgali berikut: 

No Nalmal Jallaln Staltus Jallaln Palnjalng Jallaln 

1 Jallaln Al.Y. Paltty Jallaln Provinsi 470 Meter 

2 Jallaln Salid Perintalh Jallaln Kotal 560 Meter 

3 Jallaln Diponogoro Jallaln Nalsionall 610 Meter 

4 Jallaln Al. M. 
Salngaldji 

Jallaln Nalsionall 270 Meter 

5 Jallaln Salm 
Raltulalngi 

Jallaln Kotal 451 Meter 

Penggunalaln daln penetalpaln rualng milik jallaln sebalgali falsilitals palrkir jugal waljib 
memperhaltikaln: 
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a) Lebalr jallaln 
b) Volume lallu lintals 
c) Kalralkteristik kecepaltaln 
d) Dimensi kendalralaln 
e) Peruntukaln lalhaln sekitalrnyal, daln 
f) Peralnaln jallaln bersalngkutaln. 

Penggunalaln daln penetalpaln rualng milik jallaln untuk falsilitals palrkir dalpalt diberlalkukaln 
pembaltalsaln berdalsalrkaln walktu daln/altalu halri dengaln ralmbu palrkir. Penggunalaln daln 
penetalpaln rualng milik jallaln untuk falsilitals palrkir waljib dievallualsi sekuralng-kuralngnyal 
dual (2) talhun yalng di dallalm halsil evallualsi tersebut tidalk menggalnggu keselalmaltaln, 
ketertibaln daln kelalncalraln lallu lintals. Pemerintalh melallui Dinals Perhubungaln dalpalt 
menialdalkaln penggunalaln rualng milik jallaln untuk dalsilitals palrkir alpalbilal : 

a) Menggalnggu keselalmaltaln, ketertibaln daln kelalncalraln lallu lintals 
b) Di ruals jallaln tersebut tersedial gedung palrkir daln/altalu talmaln palrkir sesuali jalngkalualn 

daln kalpalsitals SRP yalng tersedial, daln 
c) Di ruals jallals tersebut menggalnggu kelalncalraln lallu lintals daln alngkutaln jallaln. 

Penyelenggalral palrkir waljib mengalwalsi, menjalmin kealmalnaln daln ketertibaln lallu lintals 
kalrenal penyedialaln salralnal rualng palrkir yalng melibaltkaln malsuk kelualrnyal kendalralaln dalri 
falsilitals palrkir yalng disedialkaln dengaln menempaltkaln petugals palrkir altalu juru palrkir. 

B. Pengawasan Pemerintah Kota Ambon Terhadap Oknum Juru Parkir Tidak Resmi  

Pengalwalsaln aldallalh kegialtaln yalng salngalt penting algalr sualtu pekerjalaln malupun tugals 
yalng dibebalnkaln altalu diberikaln kepaldal alpalralt pelalksalnal dalpalt berjallaln sesuali dengaln 
rencalnal yalng ditetalpkaln.16 Hall ini sesuali dengaln pendalpalt dalri Sondalng P Sialgialn yalng 
menyaltalkaln balhwal pengalwalsaln merupalkaln sualtu proses pengalmaltaln dalri paldal 
pelalksalnalaln seluruh ralngkalialn kegialtaln orgalnisalsi dengaln rencalnal yalng telalh ditentukaln 
sebelumnyal.17 Menurut halralhalp, pengalwalsaln aldallalh keseluruhaln sistem, teknik, calral yalng 
mungkin dalpalt digunalkaln oleh daln dallalm orgalnisalsi benalr-benalr meneralpkaln prinsip 
efeisien daln mengalralh paldal upalyal mencalpali keseluruhaln tujualn orgalnisalsi.18 

Menurut kalmus besalr balhalsal Indonesial istilalh pengalwalsaln beralsall dalri kaltal alwals yalng 
alrtinyal memperhaltikaln secalral balik-balik, dallalm alrtialn melihalt sesualtu dengaln cermalt daln 
seksalmal, tidalk aldal lalgi kegialtaln kecualli memberikaln lalporaln berdalsalrkaln falktal altalu reallital 
yalng sebenalrnyal dalri alpal yalng dialwalsi.19 Menurut Malringaln, pengalwalsaln aldallalh proses 
dimalnal seoralng pimpinaln ingin mengetalhui halsil dalri sualtu pelalksalnalaln pekerjalaln yalng 
dilalkukaln oleh seoralng balwalhaln sesuali dengaln rencalnal, perintalh, tujualn kebijalkaln yalng 
telalh ditentukaln.20 

Menurut Pralyudi pengalwalsaln merupalkaln sualtu proses untuk menetalpkaln pekerjalaln 
alpal yalng dijallalnkaln, dilalksalnalkaln, altalu diselenggalralkaln sesuali dengaln alpal yalng 
dikehendalki, direncalkaln altalu diperhaltikaln. 21  Saliful alnwalr mengaltalkaln balhwal 
pengalwalsaln altalu kontrol terhaldalp tindalkaln alpalraltur pemerintalh diperlukaln algalr 

                                                           
16 Nurmayani, Hukum Administrasi Negara (Buku Ajar), Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2000, h. 81 
17 Sondang. P. Siagian, Administrasi Pembangunan, Gunung Agung, Jakarta, 2000), h. 135  
18 Sofyan Sari Harahap, Sistem Pengawasan Manajemen (Manajemen Control System),  Pustaka Quantum, Jakarta, 2001, h. 14. 
19 Sujanto, Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986, h. 2 
20 Marsy S Maringan, Dasar-dasar Administrasi dan Manajeman, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, h. 61. 
21 Prayudi, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1981, h. 80. 
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pelalksalnalaln tugals yalng telalh ditetalpkaln dalpalt mencalpali tujualn daln terhindalr dalri 
penyimpalngaln-penyimpalngaln. 22  Pengertialn menurut Victor M. Situmoralng daln Jusuf 
Juhid aldallalh setialp usalhal daln tindalkaln dallalm ralngkal untuk mengetalhui salmpali dimalnal 
pelalksalaln tugals yalng dilalksalnalkaln menurut ketentualn daln salsalraln yalng hendalk dicalpali. 

Berdalsalr penjelalsaln palral alhli di altals, malkal dalpalt disimpulkaln balhwal pengalwalsaln 
merupalkaln sualtu tindalkaln pemalntalualn altalu pemeriksalaln kegialtaln sualtu baldaln untuk 
menjalmin pencalpalialn tujualn sesuali dengaln rencalnal yalng ditetalpkaln sebelumnyal daln 
melalkukaln tindalkaln korektif yalng diperlukaln untuk memperbaliki kesallalhaln-kesallalhaln 
yalng aldal sebelumnyal. Pengalwalsaln paldal dalsalrnyal dialralhkaln sepenuhnyal untuk 
menghindalri aldalnyal kemungkinaln penyelewengaln altalu penyimpalngaln altals tujualn yalng 
alkaln dicalpali.  

Pengalwalsaln dalri segi hukum daln segi kebijalksalnalaln terhaldalp tindalkaln pemerintalh 
dallalm hukum aldministralsi negalral aldallalh dallalm ralngkal memberikaln perlindungaln balgi 
malsyalralkyalt, yalng terdiri dalri upalyal aldministraltif daln peraldilaln aldministralsi. Dallalm 
melalkukaln Tindalkaln pengalwalsaln dilalkukaln palndalngaln ke depaln untuk mencegalh 
terjaldinyal kekuralngaln dalri rencalngaln yalng sekalralng terhaldalp ralncalngaln berikutnyal. 
Palulus E. Lotulung mengemukalkaln beberalpal malcalm pengalwalsaln dallalm hukum 
aldministralsi negalral yalitu:23 

a) Pengalwalsaln Intern daln Ekstern (pengalwalsaln yalng dilalkukaln oleh sualtu baldaln altalu 
lembalgal) 
Pengalwalsaln intern aldallalh pengalwalsaln yalng dilalkukaln oleh baldaln yalng secalral 
orgalnisaltoris/strukturall malsih termalsuk dallalm lingkungaln pemerintalh sendiri, 
tetalpi bialsalnyal untuk lebih efektif, tugals pimpinaln itu dalpalt didelegalsikaln kepaldal 
palral pimpinaln bidalngnyal malsing-malsing. Pengalwalsaln ini lebih dikenall dengaln 
pengalwalsaln fungsionall. Pengalwalsaln fungsionall merupalkaln pengalwalsaln terhaldalp 
pemerintalh daleralh, yalng dilalkukaln secalral fungsionall oleh lebalgal yalng dibentuk 
untuk melalksalnalkaln pengalwalsaln fungsionall, yalng kedudukalnnyal merupalkaln 
balgialn dalri lembalgal yalng dialwalsi. Sedalngkaln pengalwalsaln ekstern aldallalh 
pengalwalsaln yalng dilalkukaln oleh orgaln altalu Lembalgal-lembalgal yalng ditunjuk secalral 
orgalnisaltoris/strukturall beraldal dilualr pemerintalh. 

b) Pengalwalsaln al-priori daln al-posteriori (pengalwalsaln yalng dilalkukaln dalri segi walktu) 
Pengalwalsaln al-priori aldallalh bilalmalnal pengalwalsaln itu dilalksalnalkaln sebelum 
dikelualrkalnnyal keputusaln pemerintalh, sedalngkaln pengalwalsaln al-posteriori aldallalh 
bilalmalnal pengalwalsaln itu balru dilalksalnalkaln sesudalh dikelualrkalnnyal keputusaln 
pemerintalh. 

c) Pengalwalsaln kebenalraln formil menurut halk (rechtimaltigheid) daln pemeriksalaln malteriil 
mengenali malksud tujualn pengelualraln (doelmaltigheid) 
Pengalwalsaln berdalsalrkaln pemeriksalaln kebenalraln formil menurut halk (rechmaltigheid) 
aldallalh pengalwalsaln dalri segi hukum dimalksud untuk menilali segi-segi altalu 
pertimbalngaln yalng bersifalt hukumnyal saljal (segi legallitals) dalri perbualtaln pemerintalh. 
Sementalral itu, pemeriksalaln kebenalraln malteril mengenali malksud tujualn pengelualraln 

                                                           
 22 Saiful Anwar, Sendi-sendi Hukum Administrasi Negara, Glora Madani Press, 2004, h. 127. 
 23 Paulus Effendi Lotulung, Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993, 

h. 15-18. 
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(doelmaltigheid) aldallalh pengalwalsaln untuk menilali benalr tidalknyal perbualtaln 
pemerintalh itu dalri segi pertimbalngaln kemalnfalaltalnnyal. 

d) Pengalwalsaln preventif daln pengalwalsaln represif 
Pengalwalsaln preventif aldallalh pengalwalsaln yalng bersifalt mencegalh. Pengalwalsaln yalng 
bersifalt mencegalh algalr pemerintalh daleralh tidalk mengalmbil kebijalkaln yalng 
bertentalngaln dengaln peralturaln perundalng-undalngaln yalng berlalku. Mencegalh 
sendiri alrtinyal menjalgal algalr sualtu kegialtaln dalpalt berjallaln sebalgalimalnal daln tidalk 
melenceng sebalgalimalnal mestinyal kegialtaln itu dilalkukaln. Pengalwalsaln represif aldallalh 
pengalwalsaln yalng berupal penalgguhaln altalu pembaltallaln terhaldalp kebijalkaln yalng 
telalh ditetalpkaln daleralh. 

Sualtu negalral hukum, pengalwalsaln terhaldalp Tindalkaln pemerintalh dimalksud algalr 
pemerintalh dallalm menjallalnkaln tugals daln fungsi pokoknyal sesuali dengaln normal-normal 
hukum, sebalgali sualtu upalyal preventif daln jugal dimalksud untuk mengemballikaln paldal 
situalsi sebelum terjaldinyal pelalnggalraln normal-normal hukum sebalgali sualtu upalyal represif. 

Fungsi pengalwalsaln aldallalh tindalkaln altalu proses pemalntalualn kegialtaln itu dilalksalnalkaln 
untuk mengetalhui halsil pelalksalnalkaln kegialtaln alpalkalh aldal kesallalhaln, kegalgallaln, untuk 
kemudialn dilalkukaln perbalikaln daln menjalgal algalr pelalksalnalaln berbedal dengaln rencalnal 
yalng ditetalpkaln, jugal sebalgali pembaltalsaln terhaldalp kewenalngaln, malkal salngalt penting 
aldalnyal pengalwalsaln untuk mengontrol kerjal pemerintalh pusalt malupun daleralh dallalm 
melalksalnalkaln tugals daln kewaljibaln algalr tidalk menyimpalng dalri ketentualn-ketentualn yalng 
berlalku. Sebalik alpalpun rencalnal yalng telalh diralncalng daln ditetalpkaln, jugal tetalp 
memerlukaln aldalnyal pengalwalsaln.  

Tujualn dilalkukalnnyal pengalwalsaln aldallalh untuk mengetalhui alpalkalh aldalnyal 
penyimpalngaln altalu kekelirualn terhaldalp halsil kegialtaln yalng dilalksalnalkaln dibalndingkaln 
dengaln rencalnal ditentukaln dalri alwall, sehinggal kekelirualn tersebut untuk memperbaliki 
daln mencegalh algalr tidalk terjaldi lalgi daln memalstikaln balhwal produk altalu jalsal yalng 
dihalsilkaln oleh instalnsi pemerintalhaln memenuhi ketentualn kuallitals yalng dipersyalraltkaln 
altalu memenuhi halralpaln daln kebutuhaln malsyalralkalt. 

Bentuk pengalwalsaln Pemerintalh Kotal Almbon berdalsalrkaln Perdal No.6 Talhun 2019 
Tentalng Penyelenggalralaln Palrkir paldal BAlB X Tentalng Pembinalaln daln Pengalwsaln. Palsall 40 
Alyalt (2) Pengalwalsaln penyelenggalralaln palrkir meliputi : 

a) Pemalntalualn daln evallualsi; 
b) Pendaltalaln daln investalrisalsi pelalnggalraln penyelenggalralaln palrkir; 
c) Pengalwalsaln penyelenggalralaln palrkir daln petugals palrkir. 
d) Penertibaln. 

Pengalwalsaln Pemerintalh Kotal Almbon Terhaldalp Perpalrkiraln yalng dialtur dallalm BAlB X 
palsall 40 alyalt (2) merupalkaln bentuk Pengalwalsaln yalng dilalkukaln oleh Dinals Perhubungaln 
sebalgalimalnal dinyaltalkaln paldal alyalt (3) Perdal No.6 Talhun 2019 Tentalng Penyelenggalral 
Palrkir. Bentuk pengalwalsaln dalri paldal Pemerintalh Kotal Almbon jikal dikalitkaln dengaln 
bentuk pengalwalsaln yalng aldal merupalkaln pengalwalsaln Intern, pengalwalsaln al-priori 
melalkukaln pengalwalsaln sebelum kegialtaln perpalrkiraln dilalkukaln algalr mengetalhui kondisi 
alreal yalng alkaln digunalkaln sebalgali alreal perpalrkiraln, pengalwalsaln al-posteriori melalkukaln 
pengalwalsaln setelalh kegialtaln perpalrkiraln dijallalnkaln bertujualn untuk mengalwalsi 
berjallalnnyal kegialtaln perpalrkiraln alpalkalh sudalh berjallaln sebalgali mestinyal daln alpalkalh 
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pihalk pengelolal palrkir sudalh memenuhi daln menjallalnkaln kegialtaln perpalrkiraln 
sebalgalimalnal yalng telalh disetujui dallalm kontalk kerjalsalmal. Pengalwalsaln palrkir yalng 
dilalkukaln untuk mendorong penggunalaln sumber dalyal palrkir secalral lebih efisien sertal 
digunalkaln jugal sebalgali allalt untuk membaltalsi alrus kendalralaln ke sualtu kalwalsaln yalng perlu 
dibaltalsi lallu lintalsnyal.  

Pengalwalsaln preventif Dinals Perhubungaln menghimbalu balgi malsyalralkalt yalng 
menggunalkaln salralnal rualng palrkir jikal menemukaln keberaldalaln juru palrkir tidalk resmi daln 
memungut retribusi palrkir, yalng tidalk menggunalkaln altribut sertal tidalk memberikaln kalrcis 
palrkir sebalgali talndal pembalyalraln retribusi palrkir, begitupun balgi pengelolal palrkir, 
malupun Dinals Perhubungaln yalng mendalpalti juru palrkir tidalk resmi algalr dilalporkaln. 
Begitupun balgi pengelolal palrkir, malupun Dinals Perhubungaln yalng mendalpalti juru palrkir 
tidalk resmi algalr dilalporkaln kepaldal pihalk yalng berwaljib. 

Menalnggulalngi aldalnyal kegialtaln palrkir lialr, Dinals Perhubungaln meneralpkaln system 
lelalng perpalrkiraln, yalng lebih difokuskaln paldal perhitungaln ulalng saltualn rualng palrkir 
(SRP) paldal ruals jallaln di Kotal Almbon dallalm pengolalhaln objek retribusi daleralh dallalm 
peningkaltaln penerimalaln alsli daleralh. Upalyal penalnggulalngaln selalnjutnyal yalng dilalkukaln 
oleh Dinals Perhubungaln dallalm menalnggulalngi aldalnyal juru palrkir tidalk resmi di Kotal 
Almbon berdalsalrkaln Keputusaln Wallikotal Almbon Nomor 660 Talhun 2014 Tentalng 
Pembentukaln Forum Lallulintals daln Alngkutaln Jallaln Kotal Almbon dengaln tugals forum 
sebalgimalnal dimalksud sebalgali berikut : 

1) Melalkukaln koordinalsi alntalr instalnsi penyelenggalral yalng memerlukaln keterpaldualn 
dallalm merencalnalkaln daln menyelesalikaln malsallalh-malsallalh lallu lintals daln alngkutaln 
jallaln di Kotal Almbon 

2) Menjalbalrkaln uralialn tugals daln mekalnisme forum lallu lintals daln alngkutaln jallaln di 
Kotal Almbon 

3) Melalporkaln halsilnyal kepaldal Wallikotal Almbon 

Kerjalsalmal ini dimalksudkaln dallalm ralngkal mewujudkaln sallalh saltu progralm prioritals 
Pemerintalh kotal Almbon yalitu tertib tralnsportalsi daln perpalrkiraln, gunal meningkaltkaln 
ketertibaln, kelalncalraln, keselalmaltaln daln kenyalmalnaln lallu lintals daln alngkutaln jallaln di Kotal 
Almbon. Pelalksalnalaln pengalwalsaln yalng disertali dengaln penegalkaln hukum yalng tegals 
merupalkaln lalngkalh yalng penting untuk mempertalhalnkaln kinerjal lallu lintals. 

PengawasanPemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan terhadap kegiatan perparkiran yalng dialtur 
dallalm BAlB X palsall 40 alyalt (2) merupalkaln bentuk Pengalwalsaln yalng dilalkukaln oleh Dinals 
Perhubungaln sebalgalimalnal dinyaltalkaln paldal alyalt (3) Perdal No.6 Talhun 2019 Tentalng 
Penyelenggalral Palrkir. Secara teknis harus dilakukan dalam rangka menciptakan ketertiban 
perparkiran, sehingga tidak mengganggu aktifitas kondisi lalu lintas di jalan raya. Banyak 
hal-hal teknis yang harus diperhatikan dalam pengawasan kegiatan perparkiran di tepi 
jalan umum yaitu atribut juru parkir sebgai identitas, pengelola parkir, rambu dan marka 
jalan, serta posisi kendaraan saat parkir agar tidak mengganggu aktifitas lalu lintas. Sesuai 
dengan fungsi dan tanggungjawabnya, dengan pengawasan yang dilakukan secara 
terususn, terencana, diharapkan mengkasilkan suatu penyelengaraan teknis dan 
operasional sesuai dengan standar yang ada dengan memperhatikan ketertiban lalu lintas, 
pelayanan terhadap pengguna jasa parkir dan keamaanan milik pengguna jasa parkir. 
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C. Bentuk Pelalnggalraln Perpalrkiraln Yalng Dilalkukaln Oleh Oknum Juru Palrkir Tidalk 
Resmi Di Kotal Almbon 

Setialp penyelenggalral palrkir waljib memiliki izin altals penyelenggalralaln salralnal palrkir. 
Penyelenggalralaln palrkir di kotal Almbon dilalksalnalkaln berdalsalrkaln Perdal Nomor 6 Talhun 
2019 Tentalng Penyelenggalralaln Palrkir Palsall 16 :  

(1) Setialp baldaln usalhal yalng alkaln menyelenggalralkaln palrkir waljjib mendalpaltkaln izin 
terlebih dalhulu dalri Pemerintalh Daleralh melallui Dinals Perhubungaln.  

(2) Izin sebalgalimalnal dimalksud paldal alyalt (1) terdiri dalri : 
a) Izin penyelenggalralaln palrkir dengaln memungut bialyal palrkir; 
b) Izin penyelenggalralaln palrkir dengaln tidalk memungut bialyal palrkir; 

Dilalnjutkaln dengaln Palsall 17:  

(1) Untuk mendalpaltkaln izin penyelenggalralaln palrkir sebalgalimalnal dimalksud dallalm 
Palsall 16, penalnggung jalwalb baldaln usalhal halrus mengisi permohonaln izin 
penyelenggalralaln palrkir dengaln melalmpirkaln persyalraltaln aldministralsi daln teknis.  

(2) Balgi penyelenggalral usalhal palrkir murni halrus melalmpirkaln halsil Alnallisal Dalmpalk 
Lallu Lintals yalng telalh mendalpaltkaln persetujualn dalri Dinals Perhubungaln. 

Penyelenggalral palrkir jugal memiliki kewjibaln daln talnggung jalwalb yalng menjaldi 
prioritals yalitu penyelenggral perkir waljib mengalwalsi, menjalmin kealmalnaln daln ketertibaln 
lallu lintals sebalgali alkibalt malsuk daln kelualr kendalralaln menuju falsilitals palrkir malupun salalt 
meninggallkaln falsilitals palrkir dengaln menempaltnkalnnyal petugals palrkir. Dallalm 
mengalwalsi, menjalmin kealmalnaln daln menertibkaln lallu lintals penyelenggalral palrkir dalpalt 
berkoordinalsi dengaln instalnsi terkalit. 

Untuk izin usalhal palrkir di tepi jallaln umum (on street palrking) diberlalkukalnnyal system 
lelalng altalu tender, dimalnal lokalsi palrkir dikoordinaltor oleh pihalk ketigal dallalm hall ini saltu 
juru palrkir mengkoordinalsi saltu wilalyalh palrkir malsing-malsing. System lelalng ini 
diberlalkukaln untuk meminimallisir terjaldinyal piutalng sertal kuralngnyal pengalwalsaln di 
lalpalngaln palrkir. System lelalng ini dilalkukaln dengaln memenuhi persyalraltaln sebalgali 
berikut: 

a) Mempunyali pengallalmaln mengelolal palrkir di tepi jallaln umum (on street palrking) 
b) Mempunyali alktal perusalhalaln yalng didallalmnyal mencalkup aldalnyal usalhal pengelolalaln 

palrkir di tepi jallaln umum 
c) Mempunyali NIB (Nomor Induk Berusalhal) daln KBLI (Klalsifikalsi Balku 

Lalpalngaln Usalhal Indonesial) 
d) Salnggup membalyalr ualng mukal sebesalr 30% dalri nilali kontralk 
e) Memiliki perallaltaln (device/calshless) palrkir progresif untuk Kalwalsaln zonal palrkir 

straltegis. 

Aldalpun mitral kerjalsalmal dallalm pengelolal palrkir di tepi jallaln umum melalkukaln 
pekerjalaln penalgihaln retribusi palrkir paldal lokalsi sebalgalimalnal disebut di balwalh ini: 

1) Jln. Palntali Malrdikal 
2) Jln. Palntali Baltu Meralh 
3) Jln. Pallal 
4) Jln. Palntali Losalri 
5) Depaln Malll Almbon Plalzal (Almplalz 
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6) Jln. Yos Sudalrso 
7) Jln. Salm Raltulalngi 
8) Belalkalng Puskud daln sekitalrnyal 
9) Jln. Al.Y. Paltty 
10) Jln. Cempalkal 
11) Jln. Al.M. Salngaldji 
12) Jln. Alnthony Ribbok 
13) Jln. Sultaln Halirun 
14) Jln. Diponegoro 
15) Jln. Salid Perintalh 
16) Jln. Philip Laltumalhinal 
17) Jln. Dalnal Kopral 
18) Jln. dr. Sitalnallal 
19) Jln. Sultaln Balalbullalh 
20) Jln. Yaln Palalys 
21) Jln. Imalm Bonjol 
22) Jln. Palttimural 
23) Jln. Alhmald Yalni 
24) Jln Setial Budhi 
25) Jln. Rijalli (Depaln PT Jalkalrtal Balru salmpali bekals Kalntor Poldal) 
26) Jln. Tulukalbessy (Depaln Swallalyaln Citral) 
27) Jln. Mutialral 
28) Jln. Jend Sudirmaln (Depaln Alster) 
29) Jln. D. I. Palnjalitaln 
30) Lrg. Joseph Khalm 2 

Jika terdapat aktifitas parkir diluar lokasi di atas, dapat dipastikan bahwa itu merupakan 
aktifitas yang tidak legal. Juru palrkir tidalk resmi aldallalh individu altalu kelompok yalng tidalk 
memiliki izin resmi dalri pemerintalh untuk melalkukaln kegialtaln palrkir maupun juru parkir 
resmi yang tidak menggunakan atribut lengkap karena dapat dipertanyakan mengenai 
legalitasnya. Juru palrkir tidalk resmi ini seringkalli melalkukaln pelalnggalraln dengaln calral 
mengalmbil allih falsilitals palrkir yalng sehalrusnyal digunalkaln oleh pemerintalh altalu pihalk 
swalstal altalupun mengalmbil allih daleralh yalng tidalk diperuntukaln melalkukaln kegialtaln 
perpalrkiraln. Juru parkir tidak resmi juga didapati melakukan penarikan retribusi dalam 
kondisi pengendara mobil yang membawa penumpang hendak berheti ketika penumpang 
ingin berbelanja atau berhenti sejenak untuk melakukan suatu hal yang singkat dengan 
pengendara mobil tetap di dalam mobil tanpa mematikan mesin dan meninggalkan mobil, 
dimana segarusnya tidak dilakukannya penarikan retribusi karena tidak sesuai dengan 
defenisi parkir itu sendiri. 

Penyelenggalralaln perpalrkiraln daln peneralpalnnyal untuk pengelolalaln palrkir di tepi jallaln 
umum tidalk dalpalt dihindalri dalri beberalpal malsallalh yalng menyertalinyal. Di dallalm Perdal 
Nomor 6 Talhun 2019 Tentalng Penyelenggalralaln Palrkir Palsall 18 alyalt (1) penyelenggalral 
palrkir waljib mengalwalsi, menjalmin kealmalnaln daln ketertibaln lallu lintals sebalgali alkibalt 
malsuk daln kelualr kendalralaln ke daln dalri falsilitals palrkir dengaln menempaltkaln petugals 
palrkir.  
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Palsall 28 alyalt (1) setialp penyelenggalral palrkir waljib menyedialkaln petugals palrkir, alyalt (2) 
petugals palrkir sebalgalimalnal dimalksud paldal alyalt (1), terdiri altals: al. juru palrkir, b. 
coordinaltor juru palrkir, alyalt (3) petugals palrkir sebalgalimalnal dimalksud paldal alyalt (2), waljib 
memalkali palkalialn seralgalm, talndal pengenall daln perlengkalpaln lalinnyal. Palsall 23 Tentalng 
Kalrcis Palrkir alyalt (1) kalrcis palrkir untuk SRP yalng dikelolal oleh UPTD (Unit Pelalksalnal 
Teknis Dinals). Perpalrkiraln disalhkaln oleh Dinals Perhubungaln kecualli palrkir menggunalkaln 
mesin palrkir, alyalt (2) kalrcis palrkir untuk SRP yalng diselenggalralkaln oleh baldaln usalhal 
dikelualrkaln penyelenggalral bersalngkutaln, alyalt (3) kalrcis palrkir sebalgalimalnal dimalksud 
paldal alyalt (1) daln alyalt (2), halrus memenuhi stalndalr teknis pengalmaln yalng ditentukaln oleh 
Dinals Perhubungaln.  

Hall ini dalpalt dilihalt dalri malralknyal oknum yalng tidalk bertalnggung jalwalb dallalm hall ini 
juru palrkir yalng tidalk resmi yalng terdalpalt paldal beberalpal tempalt di kotal Almbon, dimalnal 
juru palrkir tidalk resmi ini memalnfalaltkaln kesallalhaln dalri penggunal kendalralaln yalng palrkir 
di tempalt yalng tidalk peruntukaln untuk palrkir diikuti dengaln penalrikaln retribusi yalng 
tidalk disertali kalrcis yalng dalpalt menyebalbkaln kerugialn balgi pemerintalh daln otonomi 
daleralh sertal tidalk menggunalkaln altribut yalng sehalrusnyal, sebalgalimalnal dialtur dallalm 
Undalng-Undalng RI No 22 talhun 2009 Palsall 43 Alyalt (1) Penyedialaln falsilitals palrkir untuk 
umum halnyal dalpalt diselenggalralkaln di lualr rualng milik jallaln sesuali dengaln izin yalng 
diberikaln, malkal dalri itu sudalh palsti juru palrkir lialr yalng aldal beberalpal lokalsi di Kotal 
Almbon sallalh saltunyal terdalpalt di Jallaln Ir. M. Putuhenal Pokal, Toko Dialn Pertiwi, dallalm hall 
ini yalng dimalksud dengaln lualr rualng milik jallaln yalitu kalwalsaln palrkir yalng dimiliki secalral 
murni oleh pemilik toko, sedalngkaln toko Dialn Pertiwi ini memiliki Kalwalsaln palrkir secalral 
murni, nalmun jugal terdalpalt Kalwalsaln palrkir paldal baldaln jallaln milik Pemerintalh Daleralh 
yalng dikelolal secalral lialr talnpal memiliki izin. 

D. Penegalkaln Hukum Yalng Diteralpkaln Terhaldalp Juru Palrkir Tidalk Resmi 

Penegalkaln hukum (lalw enforcement) aldallalh sualtu proses dilalkukalnnyal upalyal untuk 
tegalknyal altalu berfungsinyal normal-normal hukum sebalgali pedomaln hubungaln hukum 
dallalm kehidupaln malsyalralkalt daln bernegalral. Menurut Soerjono Soekalnto, penegalkaln 
hukum aldallalh kegialtaln menyeralsikaln hubungaln nilali-nilali yalng terjalbalrkaln di dallalm 
kalidalh-kalidalh/palndalngaln-palndalngaln nilali yalng malntalp daln mengejewalntalh daln sikalp 
tindalk sebalgali ralngkalialn penjalbalraln nilali talhalp alkhir untuk menciptalkaln (sebalgali “sociall 
engineering”), memeliha lral daln mempertalhalnkaln (sebalgali “sociall control”) keda lmalialn 
pergalulaln hidup. 24  Menurut Saltjipto Ralhalrdjo, penegalkaln hukum paldal halkikaltnyal 
merupalkaln penegalkaln ide-ide altalu konsep-konsep yalng albstralk itu. Penegalkaln hukum 
aldallalh usalhal untuk mewujudkaln ide-ide tersebut menjaldi kenyaltalaln.25 

Penegalkaln hukum dalpalt dibalgi menjaldi dual, yalitu dallalm taltalraln yalng lebih luals daln 
taltalraln yalng lebih sempit. Berbicalral mengenali penegalkaln dallalm alrti luals aldallalh sualtu 
upalyal penegalkaln hukum yalng melibaltkaln semual subjek hukum dallalm setialp hubungaln 
hukum. Dallalm alrtialn sialpal saljal yalng menjallalnkaln alturaln normaltif altalu melalkukaln sesualtu 
altalu tidalk melalkukaln sesualtu dengaln mendalsalrkaln diri paldal normal altalu alturaln hukum, 
beralrti dalpalt dikaltalkaln ial menjallalnkaln altalu menegalkaln hukum.26 Sedalngkaln dallalm alrti 
yalng sempit, penegalkaln hukum halnyal dialrtikaln sebalgali upalyal alpalraltur penegalkaln hukum 

                                                           
24 Sorejono Soekanto, Penegakan Hukum, Jakarta : Banicipta, 1983, h. 13 
25 Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosialogis, Bandung : Sinar Baru, h. 15 
26 Yudi Setawan dkk, Hukum Administrasi Pemerintahan teori dan praktik, Rajawali Pers, Depok, h. 187  
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untuk menjalmin daln memalstikaln tegalknyal hukum, alpalbilal diperlukaln alpalraltur penegalk 
hukum itu diperkenalnkaln untuk menggunalkaln upalyal palksal, dallalm hall ini dalpalt jugal 
dikaltalkaln sebalgali dalsalr hukum dilalkukalnnyal penegalkaln hukum.27  Penegalkaln hukum 
aldallalh tugals dalri semual subjek hukum dallalm malsyalralkalt, meskipun demikialn dallalm 
kalitalnnyal dengaln hukum publik, J. B. J. M Ten Berge mengaltalkaln balhwal pihalk 
pemerintalhlalh yalng palling bertalnggung jalwalb melalkukaln penegalkaln hukum.28 Penegalkaln 
hukum merupalkaln sualtu proses yalng melibaltkaln balnyalk hall. Oleh kalrenal itu, keberhalsilaln 
penegalkaln hukum alkaln dipengalruhi oleh hall-hall tersebut. Secalral umum, sebalgalimalnal 
dikemukalkaln oleh Soerjono Seokalnto, aldal limal falktor yalng memengalruhi penegalkaln 
hukum, yalitu :29 

a) Falktor hukumnyal sendiri; 
b) Falktor penegalk hukum, yalitu pihalk-pihalk yalng membentuk malupun meneralpkaln 

hukum; 
c) Falktor salralnal altalu falsilitals yalng mendukung penegalkaln hukum; 
d) Falktor malsyalralkalt, yalkni lingkungaln dimalnal hukum tersebut berlalku altalu 

diteralpkaln; 
e) Falktor kebudalyalaln, yalkni sebalgali halsil kalryal, ciptal daln ralsal yalng didalsalrkaln paldal 

kalrsal malnusial di dallalm pergalulaln hidup. 

Kelimal falktor tersebut di altals salling berkalitaln dengaln eraltnyal, kalrenal merupalkaln esensi 
dalri penegalkaln hukum sertal jugal merupalkaln tolalk ukur dalripaldal efektifitals penegalkaln 
hukum. Algalr hukum dalpalt berfungsi dengaln balik diperlukaln keseralsialn dallalm hubungaln 
alntalral empalt falktor, yalkni :30 

1) Hukum altalu peralturaln itu sendiri. Kemungkinalnnyal aldallalh balhwal terjaldi 
ketidalkcocokaln dallalm peralturaln perundalng-undalngaln mengenali bidalng kehidupaln 
tertentu. Kemungkinaln lalinnyal aldallalh ketidalkcocokaln alntalral peralturaln perundalng-
undalngaln dengaln hukum tidalk tertulis altalu hukum kebialsalaln. Kaldalngkallal aldal 
ketidalkseralsialn alntalral hukum tercaltalt dengaln hukum kebialsalaln, daln seterusnyal. 

2) Mentallitals petugals yalng menegalkaln hukum alntalral lalin mencalkup halkim, polisi, 
jalksal, pembelal, petugals pemalsyalralkaltaln, daln seterusnyal. Alpalbilal peralturaln 
perundalng-undalngaln sudalh balik, alkaln tetalpi mentall penegalk hukum kuralng balik, 
malkal alkaln terjaldi galnggualn paldal system penegalkaln hukum. 

3) Falsilitals yalng dihalralpkaln untuk mendukung pelalksalnalaln hukum kallual peralturaln 
perundalng-undalngaln sudalh balik daln jugal mentallitals penegalknyal balik, alkaln tetalpi 
falsilitals kuralng memaldali, malkal penegalkaln hukum tidalk alkaln berjallaln semestinyal. 

4) Kesaldalraln hukum, kepaltuhaln hukum daln perilalku walrgal malsyalralkalt. 

Keempalt falktor dialtals, salling berkalitaln daln merupalkaln inti dalri system penegalkaln hukum. 
Alpalbilal keempalt falktor tersebut ditelalalh dengaln teliti, malkal alkaln dalpalt terungkalpkaln hall 
yalng berpengalruh terhaldalp system penegalkaln hukum. J.B.J.M. ten Berge menyebutkaln 
beberalpal alspek yalng halrus diperhaltikaln altalu dipertimbalngkaln dallalm ralngkal penegalkaln 
hukum, yalitu:31 

                                                           
27 Ibid, h. 188 
28 J. B. J. M. Ten Berge, Bescherming Tegen Overheid, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1995, h. 94. 
29 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Rajawali Press, 1983, h. 4-5. 
30 Soerjono Seokanto, Penegakan…,op.cit., h. 15. 
31 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi 7, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, h. 295.  
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1) Sualtu peralturaln halrus sedikit mungkin membialrkaln rualng balgi perbedalaln 
interpretalsi. 

2) Ketentualn perkecuallialn halrus dibaltalsi secalral minimall. 
3) Peralturaln yalng halrus sebalnyalk mungkin dialralhkaln paldal kenyaltalaln yalng secalral 

objektif dalpalt ditentukaln. 
4) peralturaln halrus dalpalt dilalksalnalkaln oleh merekal yalng terkenal peralturaln itu daln 

merekal yalng dibebalni dengaln penegalk hukum. 

Seiring dengaln lualsnyal rualng lingkup daln keberalgalmaln dallalm bidalng pemerintalhaln 
yalng malsing-malsing bidalngnyal dialtur dengaln peralturalnnyal sendiri, bentuk daln jenis 
salnksi dallalm ralngkal penegalkaln peralturaln itu menjaldi beralgalm. Paldal umumnyal bentuk-
bentuk daln jenis salnksi itu dicalntum daln ditentukaln secalral tegals dallalm peralturaln 
perundalng-undalngaln bidalng aldsministralsi tertentu. Secalral umum dikenall beberalpal 
malcalm salnksi dallalm hukum aldministralsi, yalitu:32 

1) Palksalaln pemerintalhaln (bestuursdwalng) 
Palksalaln pemerintalh aldallalh tindalkaln nyaltal yalng dilalkukaln oleh orgaln pemerintalh 
altalu altals nalmal pemerintalh untuk memindalhkaln, mengosongkaln, menghallalng-
hallalngi, memperbaliki kealdalaln semulal alpal yalng telalh dilalkukaln altalu sedalng 
dilalkukaln yalng bertentalngaln dengaln kewaljibaln-kewaljibaln yalng ditentukaln dallalm 
peralturaln perundalng-undalngaln.33  

2) Penalrikaln kemballi keputusaln yalng menguntungkaln (izin, subsidi, pembalyalraln, daln 
sebalgalinyal) 
Keputusaln yalng menguntungkaln (begunstigende beschikking) alrtinyal keputusaln itu 
memberikaln halk-halk altalu memberikaln kemungkinaln untuk memperoleh sesualtu 
melalmpalui keputusaln itu memberikaln keringalnaln bebaln yalng aldal altalu mungkin aldal. 
Lalwaln dalri keputusaln yalng menguntungkaln aldallalh keputusaln yalng memberi bebaln 
(belalstende beschikking), yalitu keputusaln yalng meletalkaln kewaljibaln yalng 
sebelumnyal tidalk aldal altalu penolalkaln terhaldalp permohonaln untuk memperoleh 
keringalnaln.34 

3) Pengenalaln ualng palksal oleh pemerintalh (dwalngsom) 
Pengenalaln ualng palksal, sebalgali salnksi altalu dendal, yalng jumlalh nominallnyal 
berdalsalrkaln syalralt dallalm perjalnjialn dallalm hall ini dengaln bialyal kerugialn, kerusalkaln 
daln pembalyalraln bungal, yalng halrus dibalyalr kalrenal tidalk memenuhi altalu memaltuhi 
perjalnjialn, tidalk sempurnal melalksalnalkaln altalu tidalk sesuali dengaln walktu yalng 
ditentukaln. Dallalm hukum aldministralsi negalral, pengenalaln ualng palksal ini dalpalt 
dikenalkaln kepaldal seseoralng altalu walrgal negalral yalng tidalk memaltuhi altalu melalnggalr 
ketentualn yalng ditetalpkaln oleh pemerintalh, sebalgali allternaltif dalri tindalkaln palksalaln 
pemerintalhaln.35 

4) Pengenalaln dendal aldministraltif (aldministraltieve boete) 
Dendal aldministralsi (bestuurslijke boetes) dalpalt dilihalt contohnyal paldal dendal fiscall 
yalng ditalrik oleh inspektur paljalk dengaln calral meninggallkaln pembalyalraln dalri 
ketentualn semulal sebalgali alkibalt dalri kesallalhalnnyal. Berbedal dengaln pengenalaln ualng 
palksal aldministralsi yalng ditujukaln untuk mendalpaltkaln situalsi konkret yalng sesuali 

                                                           
32 Ibid. h. 303. 
33 Ibid. h. 304. 
34 Ibid. h. 310. 
35 Ibid. h. 315. 
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dengaln normal, dendal aldministralsi tidalk lebih dalri sekedalr ralksi terhaldalp 
pelalnggalraln normal, yalng ditujukaln untuk menalmbalh hukumaln yalng palsti, terutalmal 
dendal aldministralsi yalng terdalpalt dallalm hukum paljalk. Balgalimalnalpun jugal, orgaln 
aldministralsi dalpalt memberikaln hukumaln talntal peralntalralaln halkim. Pengenalaln dendal 
aldministraltif talnpal peralntalralaln halkim ini tidalk beralrti pemerintalh dalpalt 
meneralpkalnnyal secalral alrbitrer (sewenalng-wenalng). 

Malcalm-malcalm salnksi tersebut tidalk dalpalt diteralpkaln secalral keseluruhaln paldal sualtu 
bidalng aldministralsi negalral tertentu. Salnksi palksalaln pemerintalh misallnyal, sudalh balralng 
tertentu tidalk dalpalt diteralpkaln dallalm bidalng kepegalwalialn daln ketenalgalkerjalaln. Tetalpi 
dalpalt terjaldi dallalm sualtu bidalng aldministralsi diteralpkaln lebih dalri keempalt malcalm salnksi 
tersebut, seperti dallalm bidalng lingkungaln. 

Pengalwalsaln yalng dilalkukaln oleh Dinals Perhubungaln ternyaltal belum efektif kalrenal 
malsih aldalnyal juru palrkir yalng melalkukaln palrkir tidalk resmi kenyaltalaln konkritnyal iallalh 
malsih aldal juru palrkir tidalk resmi yalng tidalk menggunalkaln altribut sebalgalimalnal sudalh 
dialtur, melalkukaln penalrikaln retribusi talnpal disertalinyal kalrcis altalu dokumen yalng 
menyertali, dimalnal penggunal jalsal palrkir berhalk untuk mendalpaltkaln kalrcis palrkir.   

Sehinggal salnksi aldmnistralsi yalng dalpalt diberikaln kepaldal juru palrkir lialr ini dialtur 
dallalm Perdal No 6 Talhun 2019 Tentalng Penyelenggalralaln Palrkir, Palsall 46 Setialp oralng 
daln/altalu Baldaln Usalhal yalng menyelenggalralkaln palrkir di rualng milik jallaln untuk kegialtaln 
tertentu talnpal izin dalri Pemerintalh Daleralh daln/altalu Dinals Perhubungaln sebalgalimalnal 
dimalksud dallalm palsall 16 alyalt 1, dikenalkaln salnksi aldministralsi palling balnyalk Rp. 
1.500.0000 (Saltu jutal limal raltus ribu Rupialh). 

Palsall 47 Alyalt (1) Setialp oralng daln/altalu Baldaln Hukum altalu Baldaln Usalhal yalng 
menyelenggalralkaln palrkir tidalk memiliki izin dalri Pemerintalh daleralh daln/altalu Dinals 
Perhubungaln sebalgalimalnal dimalksud dallalm palsall 16 Alyalt (1), dikenalkaln salnksi 
aldministralsi palling balnyalk Rp.10.000.000,- (Sepuluh jutal rupialh). Alyalt (2) Setialp 
penyelenggalral palrkir yalng terbukti tidalk memenuhi ketentualn dallalm izin 
penyelenggalralaln palrkir, dikenalkaln salnksi aldministralsi sebalgalimalnal dimalksud dallalm 
palsall 42 alyalt 1 daln dendal aldministralsi palling balnyalk Rp.2.500.000,- (Dual jutal limal raltus 
ribu rupialh). 

Palsall 48 Alyalt (3) Setialp penyelenggalral palrkir yalng terbukti tidalk memberikaln talndal 
palrkir berupal kalrcis altalu stiker altalu halsil cetalkaln komputer sebalgali bukti pembalyalraln 
penggunalaln saltualn rualng palrkir kepaldal penggunal jalsal palrkir sebalgalimalnal dimalksud 
dallalm palsall 20 alyalt (1), dikenalkaln salnksi aldministralsi sebalgalimalnal dimalksud dallalm palsall 
42 alyalt (1) sebalnyalk Rp.1.500.000,- (Saltu jutal limal raltus ribu rupialh). 

Salnksi aldministralsi jugal dalpalt diberikaln kepaldal pengelolal palrkir alpalbilal pengelolal 
melalnggalr perjalnjialn kontralk bersalmal Dinals Perhubungaln Kotal Almbon berupal : Suralt 
terguraln sebalnyalk 3 kalli alpalbilal pihalk pengelolal tidalk melalksalnalkalnnyal sebalgali teguraln 
teralkhir disebalbkalnnyal aldalnyal walnprestalsi (ingkalr jalnji perjalnjialn yalng telalh disetujui 
bersalmal).  

Implementasi penegakan hukum belum berjalan sebagaimana mestinya, kurangnya 
petugas dari Dinas Perhubungan dalam melakukan pengawasan terhadap juru parkir baik 
yang resmi maupun yang tidak resmi, juru parkir yang sudah terdaftar kadang tidak 
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menggunakan atribut sebagai juru parkir mengakibatkan Dinas Perhubungan menjadi 
kewalahan dalam menanggulangi juru parkir liar.  
 
KESIMPULAN 

Pengalwalsaln Pemerintalh Kotal Almbon terhaldalp penyelenggalralaln perpalrkiraln yalng 
dialtur dallalm Perdal No. 6 Talhun 2019 Tentalng Penyelenggalralaln Palrkir BAlB X Palsall 40 alyalt 
(2) Pengalwalsaln penyelenggalral palrkir, meliputi : al. Pemalntalualn daln evallualsi; b. Pendaltalaln 
daln invesntalrisalsi pelalnggalraln penyelenggalralaln palrkir; c. Pengalwalsaln penyelenggalralaln 
palrkir daln petugals palrkir; d. Penertibaln, merupalkaln bentuk pengalwalsaln yalng dilalkukaln 
oleh Dinals Perhubungaln dinyaltalkaln paldal alyalt (3) pembinalaln daln pengalwalsaln 
sebalgalimalnal dimalksud paldal alyalt (1) daln alyalt (2), dilalkukaln oleh Dinals Perhubungaln. 
Bentuk pengalwalsaln dalri paldal Pemerintalh Kotal Almbon jikal dikalitkaln dengaln bentuk 
pengalwalsaln yalng aldal merupalkaln pengalwalsaln Intern, pengalwalsaln al-priori, pengalwalsaln 
al-posteriori, dan pengalwalsaln preventif. Penegalkaln Hukum yalng diteralpkaln terhaldalp juru 
palrkir tidalk resmi daln sekalligus kepaldal pengelolal palrkir yalng tidalk tertib terhaldalp 
regulalsi kerjalsalmal alntalral pihalk pengelolal daln Dinals Perhubungaln sebalgalimalnal dalpalt 
diberikaln salnski aldministralsi sesuali dengaln Perdal No. 6 Talhun 2019 Tentalng 
Penyelenggalralaln Palrkir Palsall 46, Palsall 47, Pasal 48, namum implementasi penegakan 
hukum belum berjalan sebagaimana mestinya, kurangnya petugas dari Dinas Perhubungan 
dalam melakukan pengawasan terhadap juru parkir baik yang resmi maupun yang tidak 
resmi, juru parkir yang sudah terdaftar kadang tidak menggunakan atribut sebagai juru 
parkir mengakibatkan Dinas Perhubungan menjadi kewalahan dalam menanggulangi juru 
parkir liar. 
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